
 
 
 
 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MALUKU TENGAH 

 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MALUKU TENGAH 

 

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENUNJUKAN OPERATOR 
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) 

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MALUKU TENGAH 

 
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolan dan 
pelayanan informasi publik dilingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah 
perlu menunjuk Operator Pengelolaan dan Pelayanan 
Inforasi Publik; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku 
Tengah tentang penunjukan Operator Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infomramsi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor  193,  
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 6512); 



 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian 
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 189); 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);  

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  



 
  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR 
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MALUKU TENGAH. 

KESATU : Menunjuk Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 
Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Maluku Tengah, sebagai berikut : 

Sebagai Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku 
Tengah. 

 

NAMA OPERATOR : IMADUDDIN KUHUNUSSA       

NIP : 199507172025211037 

JABATAN : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli 

  Pertama (PPPK) 

EMAILYANG DIGUNAKAN  : ppidkpukabmalteng@gmail.com 

NOMOR WA PPID : 081248620084 

KEDUA : Operator Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 
melakukan tugasnya berpedoman pada ketentuan 
perundang-undangan. 
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
    Ditetapkan di Masohi 
    pada tanggal  29 Mei 2026 

 
                 

 
 

 

 

 

 

 

      

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

 
 

Ttd 
 
 

BADWI TUBAKA 


